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Lakukan Maladministrasi,
Beri Waktu BPN 30 Hari

Wajib Layani
Perpanjangan
Sertipikat HGB

JOGJA - Kantor Wilayah (Kanwil)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
DIJ dan Kantor Pertanahan Kota
Jogja dinilai telah melakukan
maladministrasi. Itu menyusul

tindakan BPN yang menempat-
kan kegiatan investarisasi, iden-
tifikasi, dan verifikasi oleh Ka-
sultanan Ngayogyakarta Hadi-
ningrat serta Kadipaten Pakua-

laman sebagai bagian dari proses
perpanjangan sertipikat hak
guna bangunan (HGB) yang diaju-
kan masyarakat =

Baca Lakukan... Hal 7

smewa

TINDAKAN KOREKTIF: Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIJ Budhi
Masthuri (kiri) menyerahkan LHP kepada Kepala Kanwil BPN DIJ Suwito.

Lakukan Maladministrasi, Beri Waktu BPN 30 Hari

__Sambungan dari hal 1

Hal tersebut merupakan
bentuk syarat dan prosedur
dalam pelayanan yang ber-

pihak. Tidak sesuai dengan
prosedur perpanjangan HGB
diatas tanah negara. Disam-
pingitu, telah terjadi penun-
daan berlarut karena diabai-

kannya aspek kepastian
hukum para pemohon per-
panjangan HGB yang dilin-
dungi Pasal 100 Peraturan
Menteri (Permen) ATR/BPN

No. 18 Tahun 2021.
Terjadinya maladministra-
si dan penundaan berlarut
itu merupakan kesimpulan
yang tertuang dalam Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP)
NomorT/699/LM.29-13/0119.-
2021/X/2024 Perwakilan
Ombudsman Republik In-
donesia DIJ.

"Kami beri waktu 30 hari
bagi BPN melaksanakan re-
komendasi yang ada dalam
LHP;" ujar Kepala Perwakilan
Ombudsman RI DIJ Budhi
Masturi kemarin (16/10).

LHP sudah diserahkan ke-
pada 14 orang pelapor dari
kepada Kepala Kanwil BPN
DIJ Suwito dan Kepala Kan-
tor Pertanahan Kota Jogja
Anna Prihaniawati selaku
terlapor. Penyerahan LHP
dilakukan secara terpisah
kepada kedua pihak di kan-
tor Perwakilan Ombudsman
RIDIJ Jalan Gejayan, Sleman,
pada Senin (14/10) lalu.

Budhi mengatakan, diter-
bitkannya LHP itu sebagai
tindak lanjut atas pengadu-
an masyarakat terhadap pe-
layanan perpanjangan ser-
tipikat HGB di lingkungan
Kanwil BPN DIJ dan Kantor
Pertanahan Kota Jogja. Di-
ingatkan, proses perpanjang-
ansertipikat HGB merupakan
pelayanan publik yang men-
jadi kewajiban BPN.

Karenaitu, Ombudsman RT
sesuai ketentuan Pasal 35 ay-
at (3) huruf b UU Nomor 25
Tahun 2009, berwenang
menindaklanjutilaporan ter-
sebut. Dari temuan itu, Om-
budsman RI memberikan
saran tindakan korektif agar
Kanwil BPN DIJ dan Kantor
Pertanahan Kota Jogja me-
lanjutkan dan menyelesaikan
proses penetapan perpanjang-
an HGB di atas tanah negara
yangdiajukan masyarakat agar

memenuhi kepastiarrhukum.

Penetapan perpanjangan
HGB itu tetap memberikan
kesempatan kepada pihak
kasultanan dan kadipaten
yang melakukan klaim ke-
pemilikan untuk mengajukan
keberatan atau menyampai-
kan gugatan hukum ke penga-
dilan.

Ombudsman RI membe-
rikan saran agar BPN mencan-
tumkan catatan perselisihan
karena adanya keberatan itu
dalam buku tanah dan ser-

tifikat HGB para pemohon
yang diperpanjang.

Mencegah terulangnya pe-
nundaan berlarut dalam pro-
ses penetapan perpanjangan
HGB di atas tanah negara di
masa datang, selanjutnya agar
memakai mekanisme prose-
dur sesuai Permen ATR/Ke-
pala BPN No. 18 Tahun 2021
secara konsisten.

Bilaada keberatan dan klaim
kepemilikan dari kasultanan
atau kadipaten, maka proses
inventarisasi, identifikasi, dan
verifikasi serta penyelesaian
perkarajuga musyawarah yang
dilakukan para pihak di luar
BPN harus ditempatkan se-
caraterpisah. Tidak dijadikan
prasyaratyang melekat pada
mekanisme prosedur perpan-,
jangan di internal BPN.

Setelah menerbitkan LHP,
Budhi terus melakukan komu-
nikasi dengan BPN DIJ guna
memastikan dijalankannya
saran tindakan korektif yang
diberikan lembaganya. BPN
DIJ dmintamemberikan lapo-
ransecara tertulis dalam wak-
tu 30 hari sejak diterimanuya
LHP. Selainitu, Ombudsman
RlIsiap memberikan asisten-

sidan sosialisasi terkait pen-
jelasan bila dibutuhkan.

”Kamj sampaikan saran
karena ada maladministrasi.
Penundaan berlarut itu bagi
kami juga bentuk maladmi-
nistrasi,” tandas alumnus
Fakultas Hukum UMY ini.

Pria asal Asahan Sumatera
Utara yang besar di Jogja itu
menambahkan, bila BPN DIJ
tidak menindak lanjuti saran
tindakan korektif seperti ter-
tuang dalam LHP sesuai
mekanisme, pihaknya bakal
meneruskan ke ORI Pusat.
"Kami akan sampaikan me-
lalui tahapan resolusi dan
monitoring,’ paparnya.

Menyikapi LHP Ombuds-
man Rl itu, Radar Jogja ke-
marin berupaya meminta
tanggapan dari BPN dengan
mendatangi kantor Kanwil
BPN DIJ di Jalan Katamso
Jogja. Sekitar pukul 13.00
wartawan koran ini beren-
canamenemui Kepala Kanwil
BPN DIJ Suwito guna mem-
inta konfirmasi.

Namun orang nomor satu
di BPN DIJ itu tidak dapat
ditemui. Seorang staf BPN
mengatakan, diperlukan pen-
jadwalan terlebih dulu se-
belum bertemu atasannya.
"Kebetulan hari ini Bapak
(Suwito, Red) baru pulang
dariJakarta sekitar pukul 11.00
tadi. Nanti saya matur (lapor,
Red) dulu dan coba diagen-
dakan pertemuannya,’ ujar
pegawai tersebut.

Koran ini juga telah meng-
hubungi Suwito melalui pe-
san WhatsApp (WA). Namun
pesanyang terkirim itu tidak
mendapatkan tanggapan atau
balasan. (oso/kus/fj)

Instansi
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Tindak Lanjut
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Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 25 November 2024
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